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< Ta T Te
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atas)
z Jim J Je
z Ha H ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 Zet (dengan titik di
atas)
J Ra R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
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o= Sad S es (dengan titik di
bawah)

Ul Dad D de (dengan titik di
bawah)

L Ta T te (dengan titik di
bawah)

L Za Z zet (dengan titik di
bawah)

¢ ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)

¢ Gain Ge

G

- Fa F Ef

S Qaf Q Ki

& Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

o Nun N En

K Wau w We

2 Ha H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

s Ya Y Ye

2. Konsonan Rangkap karena tasydid, ditulis rangkap:

33l Ditulis muta’addidah
s Ditulis ‘iddah
3. Ta’ Marbidthah di akhir kata
a. Bila dimatikan, ditulis 4.
FRE Ditulis hikmah
L3 Ditulis Jizyah
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Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab
yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat,

shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila Ta’Marbuthah diikuti dengan kata sandang “al” serta

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| SRS Ditulis | Karamah al-auliya’ |

c. Bila Ta’ Marbuthah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah,
dan dhammah, ditulis t.

| PNES Ditulis | Zakat alfitr |

4. Vokal Pendek

: Fathah Ditulis A

- Kasrah Ditulis |

: Dammah Ditulis U

5. Vokal Panjang
1 |Fathah + alif Ditulis A
ddala Ditulis Jahiliyyah

2 |Fathah + ya’ mati Ditulis A
P Ditulis Tansa

3 |Kasrah + ya’ mati Ditulis I
a s Ditulis Karim

4 |Dhammah + wawu mati Ditulis U
A ditulis Furid

6. Vokal Rangkap
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Fathah + ya’
1 ' Ditulis Ai
Mati
et Ditulis Bainakum
Fathah +
2 Ditulis Au
wawu mati
Js Ditulis Qaul

. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
K Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
Age gl Ditulis la’in syakartum

. Kata sanding Alif + lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol Ditulis al-Qur’an
il Ditulis al- Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah
sloud Ditulis al-sama’
ol Ditulis al-syams
. Penulisan  kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi
atau pengucapannya
gal g5 Ditulis zawi al- Furiid
adl dal Ditulis ahl al-Sunnah
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ABSTRAK

Nuraini dengan NIM 21111076, Skripsi, TINJAUAN FATWA DSN-
MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI TERHADAP ARISAN EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cinere Raya, Jakarta
Selatan). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam, Institut [lmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2025

Permasalahan dalam arisan emas tidak hanya berkaitan dengan teknis
pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kejelasan hukum syariah. Kasus di
Sidrap, Sulawesi Selatan. Yaitu kasus penipuan arisan online berkedok hadiah
emas yang merugikan puluhan korban hingga miliaran rupiah. Kasus ini
menjadi sorotan utama dalam press release yang digelar Polres Sidrap pada
Jumat (18/7/25) siang. Para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait
hukum jual beli emas secara tidak tunai melalui mekanisme arisan. Sebagian
ulama kontemporer membolehkan praktik tersebut, sementara sebagian lainnya
berpendapat bahwa hukumnya tidak diperbolehkan (haram). Oleh karena itu,
tujuan penelitian ini sangat penting untuk memberikan kejelasan hukum
syariah terhadap praktik arisan emas dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI
No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus secara empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung
dan wawancara mendalam dengan pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere
Raya sebagai narasumber utama.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama,
Pegadaian Syariah Cinere Raya menerapkan akad ra/n saja dalam arisan emas,
dengan pelaksanaan diawali oleh pembayaran uang muka dan
penandatanganan akad oleh ketua arisan. Arisan berdurasi enam bulan, dan
ketua bertanggung jawab jika ada peserta mengundurkan diri. Kedua, Praktik
arisan emas belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. No.77/V/2010
tentang jual beli emas secara tidak tunai, dengan persyaratan umum berupa
permohonan di Pegadaian Syariah dan minimal enam peserta.

Kata Kunci : Arisan, Emas, Rahn, Pegadaian Syariah
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ABSTARCT

Nuraini, with student ID number 21111076, Thesis, REVIEW OF DSN-
MUI FATWA NUMBER 77 DSN/MUI/V/2010 REGARDING NON-CASH
GOLD SALES FOR GOLD ARISAN AT SYARIAH PAWNSHOP (Case
Study at Syariah Pawnshop Cinere Raya, South Jakarta). Sharia Economic
Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-
Qur'an Sciences (I1Q) Jakarta, 2025

The problems with gold lotteries are not only related to technical
implementation, but also concern the clarity of Islamic law. The case in Sidrap,
South Sulawesi, involved an online arisan (social savings and credit) scam
disguised as a gold prize, which cost tens of victims billions of rupiah. This
case was the main focus of a press release issued by the Sidrap Police on Friday
afternoon (18/7/25). Scholars have differing views regarding the permissibility
of selling gold on credit thru an installment plan mechanism. Some
contemporary scholars permit this practice, while others believe it is unlawful
(haram). Therefore, the aim of this research is crucial for providing clarity on
Sharia law regarding the practice of gold lottery, referring to the DSN-MUI
fatwa No. 77/V/2010 concerning the non-cash sale of gold.

This research uses a qualitative method with an empirical case study
approach. Data collection was carried out thru direct observation and in-depth
interviews with the branch manager of Pegadaian Syariah Cinere Raya as the
main source of information.

After conducting research, it can be concluded that: first, Pegadaian
Syariah Cinere Raya applies the rahn contract in the gold arisan, with the
implementation starting with a down payment and the signing of the contract
by the arisan chairman. The arisan lasts for six months, and the chairperson is
responsible if any participants withdraw. Second, the practice of gold lottery is
in accordance with the DSN-MUI Fatwa and sharia principles without any
element of injustice. The mechanism aligns with Sharia principles, with general
requirements including an application at the Sharia Pawnshop and a minimum
of six participants.

Keywords: Rotating Savings and Credit Association (Arisan), Gold, Rahn
(Pawning), Islamic Pawnshop
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BAB 1
PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan disusun untuk menyajikan gambaran awal mengenai
penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bab ini, akan diuraikan latar belakang
yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian, serta permasalahan yang
diangkat, meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan
masalah.

Selanjutnya, bab ini juga akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang
ingin dicapai serta manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan. Selain
itu, kajian pustaka akan dihadirkan sebagai landasan teori yang mendasari
pelaksanaan penelitian ini.

Akhirnya, sistematika penulisan akan dipaparkan guna mempermudah
pembaca dalam mengikuti alur dan struktur dari keseluruhan isi penelitian.
Dengan demikian, bab ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang
utuh dan jelas mengenai konteks serta fokus dari penelitian yang akan
dilaksanakan.

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan ruang yang luas bagi perkembangan kehidupan
manusia, khususnya dalam aspek muamalah, yang berpotensi terus
berkembang seiring dengan dinamika zaman. Kegiatan muamalah, sebagai
bentuk interaksi sosial dan ekonomi, mencakup berbagai aktivitas yang
dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu
bentuk praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat adalah
arisan. Arisan merupakan sistem keuangan kolektif yang memiliki banyak
manfaat dan karenanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari
muamalah. Salah satu manfaat utama arisan adalah kemampuannya dalam

mengelola dan menyalurkan dana secara efisien. Dana yang disetorkan



oleh peserta arisan berfungsi serupa dengan tabungan, yang kemudian
dapat dimanfaatkan oleh peserta sesuai dengan giliran yang telah
ditentukan melalui mekanisme undian.!

Perkembangan produk-produk keuangan berbasis Islam di Indonesia
semakin pesat, termasuk dalam sektor pergadaian. Lembaga yang
menyediakan layanan gadai sesuai prinsip-prinsip syariah dikenal dengan
sebutan Pegadaian Syariah. Secara umum, produk-produk keuangan
syariah memiliki karakteristik utama, seperti tidak menerapkan sistem
bunga dalam setiap transaksi, serta menjalankan aktivitas usaha
berdasarkan imbalan jasa atau mekanisme bagi hasil.?

Secara eksplisit, praktik arisan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an
maupun Hadis. Namun demikian, arisan dipandang sebagai salah satu
mekanisme yang sah dalam mengelola keuangan, khususnya sebagai
alternatif menabung dan memanfaatkan sirkulasi dana dalam kelompok.
Selain berfungsi sebagai sarana simpanan bersama, arisan juga dapat
memberikan keuntungan bagi peserta yang memperoleh giliran pencairan
dana pada waktu yang tepat sesuai undian. Dari sudut pandang hukum
Islam, arisan diperbolehkan karena mekanisme ini tidak mengandung
unsur riba dan dapat menjadi salah satu cara yang dibenarkan untuk
mengumpulkan dana atau memperoleh modal secara halal.’

Dasar diperbolehkannya hal tersebut dapat ditemukan dalam ajaran
Al-Qur’an maupun Hadis. Adapun dalam Al-Qur’an di jelaskan dalam

surah Al-Hadid ayat 11:

! Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam.” Ad-Deenar: Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1: (2018): h. 25- 48.https://doi.org10.30868/ad.v2i01. 237.

2 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276.

3Erwandi Tarmizi,MA, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT Berkat Mulia
Insani, 2011), h. 487.
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“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
maka Allah akan melibat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,
dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid:11)

Adapun dalam surah Hud:6
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“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin
rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat
penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh
Mahfuz).” (Q.S. Hud:6)

Sistem arisan emas Pegadaian sendiri juga menyediakan berbagai
keunggulan yang dapat menguntungkan kelompok arisan Sahabat.
Berikut adalah beberapa macam keunggulan yang bisa didapatkan dari
arisan emas di Pegadaian:

1. Emas 24 karat dan bersertifikat.
2. Nilai cicilan tetap meskipun harga emas naik
3. Bebas biaya penalty
4. Jaminan untuk menjual emas kembali di outlet Galeri 24.
5. Emas mudah dicairkan, baik itu dijual maupun digadaikan.*
Qard beragun emas merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang

menggunakan akad qard, yaitu pemberian pinjaman tanpa imbalan, dengan

4 “Arisan Emas Pegadaian: Investasi Emas Berkelompok yang Seru” Sahabat
Pegadaian, 28 Desember 2023, https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/arisan-emas-
pegadaian diakses pada tanggal 20 mei 2024 Pukul 11.24 WIB.



jaminan berupa emas yang diikat melalui akad rahn. Dalam skema ini,
emas yang dijadikan agunan disimpan dan dikelola oleh Unit Usaha
Syariah (UUS) selama periode waktu yang telah disepakati.®> Selanjutnya,
terdapat akad murabahah, yakni akad jual beli emas antara Pegadaian
Syariah dan nasabah, di mana penjual (pegadaian) secara terbuka
menyebutkan harga pokok emas beserta margin (keuntungan) yang
diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu, juga diterapkan akad rahn,
yaitu akad penjaminan sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang yang
timbul dari pembelian emas. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, ditegaskan bahwa transaksi jual beli
emas secara tidak tunai, baik melalui akad jual beli biasa maupun
murabahah, diperbolehkan (mubah/ja’iz), selama emas tersebut tidak
berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang).®

Dalam beberapa bulan terakhir, maraknya tawaran investasi dan
kegiatan keuangan informal yang menjanjikan keuntungan besar dalam
waktu singkat telah menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Di
antara berbagai bentuk praktik tersebut, salah satu yang kerap muncul dan
menimbulkan keresahan adalah arisan dengan skema tidak wajar yang
kemudian dikenal sebagai arisan bodong.

Fenomena arisan bodong yang menawarkan keuntungan besar dalam
waktu singkat sejatinya bukanlah peristiwa baru di Indonesia, melainkan
telah berulang kali terjadi dengan berbagai modus yang semakin variatif.

Praktik semacam ini sering kali menargetkan masyarakat, baik yang

5 https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEBI-tentang-Produk-Qardh-

Beragun-Emas-Bagi-Bank-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/faq_se 140712.pdf diakses pada
tanggal 21 mei 2024 pukul 11.35 WIB.

¢ Fatwa DSN MUI, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” https:/tafsirq.com/fatwa/dsn-
mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google vignette diakses pada tanggal 22 mei 2024
Pukul 11.46 WIB.



https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google_vignette
https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai#google_vignette

tinggal di wilayah pedesaan maupun perkotaan, dengan memanfaatkan
kedekatan emosional dalam jaringan sosial seperti hubungan pertemanan,
kekeluargaan, atau komunitas tertentu untuk membangun dan memperoleh
kepercayaan dari para calon peserta. Para ahli di bidang hukum
memandang bahwa pola yang digunakan dalam arisan bodong ini memiliki
kemiripan dengan skema investasi ilegal, yaitu sistem yang mengandalkan
aliran dana dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada anggota
lama, yang pada akhirnya sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan
kerugian besar bagi peserta, terutama ketika aliran dana dari anggota baru
tidak lagi mencukupi untuk memenuhi janji keuntungan tersebut.’

Selain itu masih terdapat masalah lain seperti dalam suatu kasus di
Sidrap, Sulawesi Selatan. Yaitu kasus penipuan arisan online berkedok
hadiah emas yang merugikan puluhan korban hingga miliaran rupiah.
Kasus ini menjadi sorotan utama dalam press release yang digelar Polres
Sidrap pada Jumat (18/7/25) siang, bersama dua kasus lain yaitu pencurian
emas dan pencurian kendaraan bermotor. Pelaku arisan bodong berinisial
EN (28) berhasil diamankan di wilayah Masamba, Luwu Utara. Selama
lebih dari satu tahun, EN menjalankan arisan fiktif dengan iming-iming
hadiah emas dan bonus menggiurkan. “Untuk meyakinkan korban, pelaku
menyebarkan bukti transfer palsu. Dari penggeledahan, kami menyita 563
struk fiktif dan 26 lembar bukti pengiriman uang dengan nilai total
mencapai Rp2,2 miliar,” jelas Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Setiawan
Sunarto. Para korban berasal dari berbagai daerah dan mengalami kerugian
hingga Rp900 juta. Pelaku dijerat dengan pasal penipuan berbasis

elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

7 Zainul Arifin, Buronan Arisan Bodong Ditangkap di Surabaya, Korban di Lamongan
Sambut [ega - Radar Bangsa, diakses pada tanggal 25 agustus 2025, pukul 14.44 WIB



https://radarbangsa.co.id/buronan-arisan-bodong-ditangkap-di-surabaya-korban-di-lamongan-sambut-lega/
https://radarbangsa.co.id/buronan-arisan-bodong-ditangkap-di-surabaya-korban-di-lamongan-sambut-lega/

Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong melalui Kasi Humas AKP
Supiadi Ummareng menyebut, tekanan ekonomi menjadi motif utama dari
rangkaian tindak kejahatan ini. “Ketiga kasus masih dalam penyidikan
intensif. Semua tersangka terancam hukuman hingga lima tahun penjara,”
jelas AKP Supiadi. Polres Sidrap mengimbau masyarakat untuk waspada
terhadap arisan online atau investasi bodong yang menjanjikan
keuntungan cepat. “Jangan mudah percaya hanya karena ada bukti transfer
atau testimoni. Selalu cek kebenaran dan legalitasnya terlebih dahulu,”
tegas AKP Setiawan.®

Maraknya investasi ilegal memunculkan perhatian publik terhadap
berbagai bentuk transaksi keuangan, termasuk jual beli emas secara tidak
tunai. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama
terkait hukum transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai,

sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Prof.Dr. Wahbah al-Zubhaili :
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“Demikan juga,membeli perhiasan dari pengrajin dengan
pembayaran angsuran tidak bolehkarena tidak dilakukan
penyerahan tunai (uang),dan tidak sah juga dengan cara berutang
dari pengrajin”.

8 Masrudin, Sukses Ungkap Arisan Emas Bodong, Polres Sidrap Selamatkan Rp2.2
Miliar!, diakses pada tanggal 25 agustus 2025, pukul 15.00 WIB

9 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Muasirah, (Damaskus : Dar al-fikr,
2006), h. 133.


https://sidraptimur.com/2025/07/18/sukses-ungkap-arisan-emas-bodong-polres-sidrap-selamatkan-rp22-miliar/#:~:text=Kasus%20ini%20menjadi%20sorotan%20utama,bodong%20yang%20menjanjikan%20keuntungan%20cepat.
https://sidraptimur.com/2025/07/18/sukses-ungkap-arisan-emas-bodong-polres-sidrap-selamatkan-rp22-miliar/#:~:text=Kasus%20ini%20menjadi%20sorotan%20utama,bodong%20yang%20menjanjikan%20keuntungan%20cepat.

2. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim
mengatakan bahwa
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“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak
dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamastul),
dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atau jasa
pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran
tunai maupun dengan pembayaran Tangguh,selama perhiasan
tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). dan beberapa
ulama kontemporer membolehkan asalkan berdasarkan syariat
Islam, baik secara tunai maupun angsuran.”

Senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim,
menurut ‘Ali Jumu’ah, Mufti al-Diyar al-Misriyah

cwi w-\*'j J ;MJ\ wsj wm @ 2,4
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Ibnu Taimiyah, ‘A ’la’ Al-Din Abu Al-Hasan Al-Bai’ly Al-Dimasyqiy, Al-Ihktiyarat Al-
Fighiyah Min Fatawa Syaikh Ibnu Taimuyah, (Al-Qahirah, Dar al-Istigamah, 2005), h. 146.
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“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan
untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya
tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat
dan keduanya telah menjadi barang (sil’ah) sebagaimana barang
lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunah dan
tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham
vang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserah
terimakan . Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk
menjual belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk
dibuat dengan angsuran.
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Sebagian ulama kontemporer membolehkan praktik jual beli
emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun non-perhiasan, dengan
pertimbangan bahwa dalam konteks modern, emas tidak lagi
diposisikan sebagai alat tukar (saman), melainkan sebagai barang
atau komoditas (si/'ah). Hal ini didasarkan pada realitas sosial
bahwa negara dan mayoritas masyarakat memperlakukan emas
sebagai barang kebutuhan, bukan sebagai mata uang. Dengan
demikian, aktivitas menabung emas diperbolehkan (halal) selama
emas yang diperjualbelikan benar-benar ada secara fisik (bukan
fiktif), memiliki spesifikasi yang jelas, dan dapat dilakukan serah
terima secara riil, baik pada saat transaksi pembeliaan maupun

penitipan.'?

1 “Ali Jumw’ah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Asriyah, (al-Qahirah: Dar al-Salam,

2006), h. 136.

12 Oni Syahroni, “Menabung Emas”, Republika, 2 October 2020,
https://www.republika.id/posts/10662/menabung-emas diakses pada tanggal 11 mei 2024

pukul 14.05 WIB.


https://www.republika.id/posts/10662/menabung-emas

Dengan demikian, penting untuk menelusuri lebih lanjut
bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam arisan emas
tersebut, serta meninjau sejauh mana praktik arisan emas tersebut
selaras dengan ketentuan hukum islam dalam transaksi muamalah
melalui analisis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa
DSN-MUI No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Tujuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan
pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah serta masyarakat
dalam menyusun model arisan emas yang sesuai dengan ketentuan
Islam. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi
terhadap pengembangan literatur muamalah kontemporer dan
meningkatkan literasi masyarakat dalam menjalankan transaksi
ekonomi yang berbasis syariah. Oleh karena itu, penting untuk
mengkaji lebih dalam bentuk akad yang diterapkan dalam arisan
emas, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak
tunai.

Sebagai contoh implementasi di lapangan, Pada tahun 2013
PT. Pegadaian mengeluarkan dan memperkenalkan jenis baru
dalam investasi logam mulia, yaitu dengan mekanisme arisan.'’
Produk Investasi jenis ini juga dapat ditemui di Pegadaian Syariah.
Instrumen investasi ini merupakan bagian dari strategi yang
diterapkan oleh PT. Pegadaian dalam rangka mendorong partisipasi

masyarakat dalam berinvestasi emas, sekaligus untuk

13 Aris Gunawan, ARISAN EMAS: Pegadaian Fasilitasi Lewat Pegadaian Mulia Arisan
Emas, diakses dari  http://market.bisnis.com/read/20140526/235/231002/arisan-emas-
pegadaian-fasilitasi-lewat-pegadaian-mulia-arisan-emas, pada tanggal 25 agustus 2025, pukul
16.00 WIB
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meningkatkan penjualan emas pada pegadaian terutama Pegadaian
Syariah. Mekanisme Arisan Emas ini sangatlah mudah. Dengan
ketentuan bahwa jumlah minimal peserta arisan adalah enam
orang, Pegadaian akan menyediakan logam mulia sejumlah yang
sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar dalam program
tersebut. Seluruh emas tersebut akan dipersiapkan dan penetapan
harganya akan dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan akad atau
perjanjian yang telah disepakati antara para peserta dan pihak
Pegadaian.'*

Tingkat ketertarikan masyarakat terhadap layanan Pegadaian
Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain
dimensi keagamaan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta
mutu pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, Pegadaian
Syariah perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas
layanannya dan menghadirkan produk-produk yang inovatif guna
mendorong peningkatan partisipasi masyarakat serta memperkuat
posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang kredibel dan
tepercaya.'”

Namun, meskipun produk ini memiliki nilai positif dalam
kegiatan ekonomi, beberapa pihak yang menerapkan gaya hidup
halal mengkhawatirkan apakah produk ini halal atau haram dalam

islam. Dalam hal ini, investasi bukanlah kegiatan yang

Emas,

14 Aris Gunawan, ARISAN EMAS: Pegadaian Fasilitasi Lewat Pegadaian Mulia Arisan
diakses dari  http://market.bisnis.com/read/20140526/235/231002/arisan-emas-

pegadaian-fasilitasi-lewat-pegadaian-mulia-arisan-emas, pada tanggal 17 juni 2024 pukul

22.33 WIB
15 Putry Damayanty “Hukum Arisan dalam Islam, Ini Perkara yang Diperbolehkan dan

Dilarang”, Liputan 6, 20 Juli 2024, https://www.liputan6.com/islami/read/5649014/hukum-
arisan-dalam-islam-ini-perkara-yang-diperbolehkan-dan-dilarang diakses pada tanggal 29
agustus 2024 pukul 14.20 WIB
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dipermasalahkan, namun mekanisme arisannya yang menjadi

pertanyaan Sebagian pihak tersebut. Apalagi produk ini tersedia

pada Pegadaian Syariah yang dasarnya jelas menerapkan prinsip-
prinsip syariah pada produknya.

Pada penelitian ini, penulis memilih PT. Pegadaian Syariah
Cinere, Jakarta Selatan sebagai tempat pelaksanaan objek
penelitian dikarenakan beberapa alasan yaitu:'¢

1. Pegadaian Syariah dianggap telah memenuhi berbagai
indikator penilaian, mencakup reputasi kelembagaan,
pengembangan produk dan layanan berbasis syariah,
penerapan inovasi digital dalam konteks transformasi
teknologi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan
masyarakat.

2. Layanan Digital Pegadaian Syariah dinilai memiliki
keunggulan dalam memberikan kemudahan bertransaksi bagi
nasabah, yang ditunjukkan melalui peningkatan signifikan
jumlah pengguna dari waktu ke waktu.

3. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan perhatian
khusus terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Syariah bagi pelaku usaha supermikro, guna memperluas
akses pembiayaan yang mudah dijangkau melalui jaringan
outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

4. Atas komitmen tersebut, Unit Usaha Syariah PT Pegadaian

berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Sharia

16 Pegadaian Juara Indonesia Sharia Finance Award 2023”, Tempo, 11 Mei 2023,
https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-
2023 diakses pada tanggal 15 agustus 2024 pukul 15.15 WIB



https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-2023
https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-2023
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Finance Award 2023 pada kategori Outstanding Optimization
of Product and Services Utilization Based on Sharia Principle,
yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada Rabu, 10 Mei
2023.1
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis
berkeinginan untuk melakukan penelitian secara lebih
mendalam mengenai program arisan emas, dengan
mengangkat judul penelitian: “Tinjauan Fatwa DSN-MUI
Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara
Tidak Tunai Terhadap Arisan Emas di Pegadaian Syariah”
(Studi Kasus Arisan Emas di Pegadaian Syariah Cinere,
Jakarta Selatan).
B. Permasalahan
Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan dalam latar
belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
a. Perspektif ulama kontemporer terhadap praktik arisan emas di
Lembaga Pegadaian Syariah
b. Faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih pegadaian
syariah dalam melakukan arisan emas
c. Produk yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cinere
d. Implementasi akad-akad syariah dalam produk arisan emas

yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah Cinere

17“pegadaian Juara Indonesia Sharia Finance Award 2023”, Tempo, 11 Mei 2023,
https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-
2023 diakses pada tanggal 15 agustus 2024 pukul 15.15 WIB



https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-2023
https://nasional.tempo.co/read/1724453/pegadaian-juara-indonesia-sharia-finance-award-2023

13

e. Kesesuaian praktik arisan emas di Pegadaian Syariah Pusat
dengan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/2010 tentang jual
beli emas secara tidak tunai.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, agar penulisan ini
dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan, penulis menetapkan batasan masalah yang
hanya mencakup aspek-aspek yang relevan dengan judul
proposal. Hal ini bertujuan agar ruang lingkup penelitian tetap
fokus dan tidak meluas di luar pembahasan yang ditetapkan.
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi
pelaksanaan akad yang diterapkan dalam produk arisan emas di
Pegadaian Syariah Pusat serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-
MUI No. 77/DSN-MUI/2010 mengenai jual beli emas secara
tidak tunai.

3. Perumusan Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan Akad yang diterapkan dalam produk
arisan emas pada Pegadaian Syariah Cinere Raya?

b. Bagaimanakah tingkat kesesuaian pelaksanaan praktik arisan
emas di Pegadaian Syariah Cinere dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 mengenai jual beli emas
secara tidak tunai?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pemahaman mengenai implementasi akad-akad
yang digunakan dalam produk arisan emas pada Pegadaian Syariah

Cabang Cinere Raya.
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2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan praktik arisan
emas di pegadaian syariah cinere dengan ketentuan Fatwa DSN-
MUI No.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

D. Manfaat Penilitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini
mencakup hal-hal berikut :
1. Secara praktis
a) Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan pembaca
sehingga Masyarakat muslim mengetahui dengan jelas tentang
hukum arisan emas di pegadaian syariah.
b) Bagi Penulis, untuk menambah wawasan mengenai “Tinjauan
Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap Arisan Emas di
Pegadaian Syariah”.
2. Secara teoritis
a) Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan intelektual, pelajar,
praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum sebagai
sumber informasi dan referensi mengenai jenis-jenis akad
serta implementasinya yang telah diterapkan oleh Pegadaian
Syariah, khususnya terkait produk Arisan Emas, serta
kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam
Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2010.
b) Studi ini diharapkan menjadi salah satu referensi ilmiah yang
memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah.
E. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis

akan menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki
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landasan teori serupa dengan kajian yang menjadi fokus dalam
penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Wanda Rizka Islamiati Punu dalam penelitiannya yang berjudul
"Analisis  Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam
Produk Cicil Emas Pada Aplikasi BSI Mobile", Skripsi, Institut
Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2023, membahas mengenai
mekanisme pembiayaan produk BSI Cicil Emas. Produk ini
merupakan skema kepemilikan emas yang dilakukan melalui
gabungan akad murabahah dan rahn. Jenis emas yang ditawarkan
dalam program ini mencakup koin dinar 22 karat, emas batangan
24 Karat, serta perhiasan emas antam dengan kadar antara 16
hingga 24 karat, seluruhnya bersertifikat resmi dari PT. Antam.
BSI menyediakan kemudahan akses terhadap produk Cicil Emas
melalui aplikasi BSI Mobile, sehingga nasabah tidak perlu datang
langsung ke kantor cabang. Proses pengajuan dilakukan secara
daring melalui aplikasi tersebut, dan hanya memerlukan waktu
sekitar 15 menit. Keunggulan dari layanan ini meliputi keamanan,
kemudahan proses pembayaran secara angsuran, layanan
profesional, fleksibilitas pencairan dana, serta efisiensi waktu dan
tempat—hal ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan mobile
banking pascapandemi COVID-19, termasuk pengguna BSI
Mobile.!® Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus serta pendekatan yuridis normatif. Data

diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun

'8 Wanda Rizka Islamati Punu, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Produk Cicil Emas Pada
Aplikasi BSI Mobile", Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2023, h.4
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persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis
lakukan terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama membahas
transaksi jual beli emas secara tidak tunai dan mengacu pada Fatwa
DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Kesamaan lainnya terdapat
pada pendekatan metodologis, yaitu sama-sama menggunakan
metode penelitian kualitatif. Sementara itu, perbedaan antara kedua
penelitian terletak pada objek kajiannya. Penelitian Wanda Rizka
Islamiati Punu berfokus pada implementasi melalui aplikasi BSI
Mobile, sedangkan penelitian penulis mengambil objek di PT.
Pegadaian Syariah Pusat.

2. Sudarmansyah dan Reni Ria Armayani Hasibuan, jurnal dengan
judul “Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT.
Bank Syariah Indoensia KCP Indrapura.” Pada tahun 2022.
Penelitian ini membahas bagaimana syarat pengajuan pembiayaan
Cicil Emas di PT BSI KCP Indrapura, dan apa alasan PT BSI KCP
Indrapura mengeluarkan produk Cicil Emas. Studi ini tersusun atas
sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan
dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh lalu dianalisis
melalui metode deskriptif analisis. Temuan studinya yakni:
pertama, terdapat sejumlah tahapan dalam proses pembiayaan
produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Indrapura, mulai dari syarat
pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan
akad, hingga pencairan pembiayaan.'® Mengikuti pedoman nomor
fatwa 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tunai
dalam menggunakan pembiayaan cicil. Kedua, akad tersebut

memakai akad murabahah (jual beli) yang mana nasabah sebagai

19 Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan. Analisis Prosedur Pembiayaan Produk
Cicil Emas. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1 2022
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pembeli mengangsur selama dua sampai lima tahun sedangkan
bank sebagai penjual menalangi pembelian emas di muka.?
Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah, sama-sama
menjabarkan mengenai analisis mekanisme Produk Cicil Emas.
Perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaan objek diteliti, yaitu
penulis memilih di PT. Pegadaian Syariah Pusat Adapun penelitian
ini ini dilaksanakan di BSI KCP Indrapura. Perbedaan lain terdapat
pada jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan
penelitian yang bersumber dari data primer dan sekunder kemudian
dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan
penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus
dengan pendekatan empiris.

3. Atiatul Faiqah, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat
serta Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010,
Tesis, Institut [lmu Al-Qur’an (I11Q) Jakarta, 2021.

Penelitian ini mengkaji produk 7abungan Emas pada Pegadaian
Syariah Kantor Pusat Jakarta, yang merupakan layanan penitipan
saldo emas yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam
melakukan investasi emas secara bertahap. Produk ini menawarkan
kemudahan, keterjangkauan, keamanan, dan keandalan dalam
proses investasi emas. Dalam praktiknya, transaksi pada produk
tabungan emas ini menggunakan akad [ljarah, dengan fitur

tambahan seperti fasilitas buy back (pembelian kembali), top up

20 Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan. Analisis Prosedur Pembiayaan Produk
Cicil Emas. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1 2022
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(penambahan saldo), transfer, serta pencetakan emas fisik.
Pegadaian Syariah menerapkan akad [jarah sebagai dasar hukum
dalam pengelolaan layanan ini. Penelitian ini juga menelaah
kesesuaian implementasi produk tersebut dengan ketentuan yang
tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 mengenai jual
beli emas secara tidak tunai.’! Persamaan penelitian terdahulu
dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pegadaian
syariah mengenai emas dan sama-sama merujuk pada Fatwa DSN-
MUI No.77/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,
persamaan lainnya yaitu sama-sama membahas perbedaan
pandangan para ulama tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,
Adapun perbedaannya ialah, pada peneliti Atiatul Faiqah meneliti
mengenai tabungan emas di pegadaian syariah sedangkan penulis
meneliti tentang arisan emas. Perbedaan lainnya yaitu objek
penelitian. Penulis meneliti di PT. Pegadaian Syariah Pusat
sedangkan peneliti di Pegadaian Syariah Kramat Raya.

4. Bil Afni dalam penelitiannya yang berjudul "Praktik Arisan Emas
di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi
Islam", skripsi, Institut Agama Islam Parepare tahun 2023,
mengkaji fenomena sosial berupa praktik arisan emas yang
berkembang di masyarakat Desa Wiringtasi, Kabupaten Pinrang.
Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa arisan emas
menjadi salah satu bentuk kegiatan kolektif yang memiliki daya
tarik kuat bagi masyarakat setempat. Antusiasme masyarakat

dalam mengikuti arisan emas cukup tinggi, yang menunjukkan

21 Atiatul Faiqah, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhdap Prodk Tabungan
Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuainnya Dengan Fatwa DSN-MUI
No.77 Tahun 20107, Tesis, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2021.
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bahwa kegiatan ini memiliki potensi sebagai sarana mempererat
hubungan sosial dalam komunitas. Sebagian besar responden
dalam penelitian ini mengikuti arisan emas dengan latar belakang
motif interaksi sosial, di mana mereka saling berbagi informasi dan
menjalin komunikasi dalam kelompok arisan. Hal ini menunjukkan
bahwa praktik arisan emas tidak hanya berorientasi pada
keuntungan materi, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai gotong
royong dan semangat kebersamaan. Sistem kerja sama yang
digunakan dalam pelaksanaan arisan emas mencerminkan
karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas dan
kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana praktek arisan
tersebut dibentuk dengan anggota 13 orang, setiap bulannya semua
anggota akan melakukan setoran kepada yang diberi kepercayaan
untuk memegang arisan tersebut, dalam arisan emas ini setoran
uang yang harus dibayar oleh setiap anggota sesuai dengan setoran
yang telah ditentukan. Cicilan tiga bulan pada arisan ini akan tetap
jikalau di kemudian hari harga emas mengalami kenaikan maka
anggota akan melakukan penambahan pembayaran jika
menginginkan gram yang sesuai pada saat harga emas stabil.
Namun jika pada saat harga emas mengalami penurunan maka
anggota yang menang laut arisan tidak lagi melakukan
penambahan pembayaran.?> Adapun persamaan peneliti terdahulu
dengan penelitian penulis ialah sama sama membahas tentang

arisan emas. Adapun perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus

22 Bil Afni, “Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif
Hukum Ekonomi Islam”. Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Parepare,, 2023, h. 4.
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pada praktik arisan emas, sedangkan penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis ialah hukum islam terhadap arisan emas
yang Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 yang

membahas tentang transaksi jual beli emas secara non-tunai.

. Kurnia Ramadhan Ilahi Dan Nailur Rahmi, Arisan Emas Perspektif

Figh Muamalah, Jurnal Integrasi [lmu Syariah, Vol.2, No.3 Tahun
2021. Penelitian ini mengkaji praktik arisan emas dalam perspektif
fikih muamalah, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan skema
satu keping emas per arisan. Mekanismenya dilakukan secara
seragam, yaitu peserta membayar sejumlah uang tunai (bukan
dalam bentuk emas) pada tanggal 5 setiap awal bulan, bertempat di
kediaman ketua arisan. Nilai pembayaran disesuaikan dengan
harga emas yang berlaku pada tanggal tersebut. Dalam tinjauan
fikih muamalah, praktik arisan emas semacam ini dinilai tidak
sesuai karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan
berpotensi merugikan salah satu pihak akibat selisih pembayaran,
yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai riba. Sementara
itu, pemberian uang oleh peserta kepada ketua arisan dipandang
sebagai bentuk biaya sukarela yang secara tidak langsung berfungsi
sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan, meskipun tidak diatur
secara formal sebagai upah.muamalah setiap pekerjaan dalam
muamalah diwajibkan ada upah.?® Persamaan dari penelitian ini
dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas arisan emas.
Adapun perbedaannya ialah pada penelitian Jurnal Kurnia
Ramadhan Ilahi dan Nailur Rahmi hanya membahas arisan emas

dalam pandangan fikih muamalah sedangkan penulis membahas

2 Kurnia Ramadhan Ilahi dan Nailur Rahma, “Arisan Emas Perspektif Figh

Muamalah.” (Jurnal Integrasi [lmu Syariah, Vol.2, No.3, 2021), h. 52.
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arisan emas menurut perbedaan pandangan para ulama
kontemporer, Perbedaan lain terdapat pada jenis penelitian, dimana
penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat
deskriptif dengan pendekatan normatif. Sedangkan penulis
menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan
pendekatan empiris.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dengan
menggunakan metode studi kasus di pegadaian syariah cinere raya,
yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara
mendalam terhadap suatu program, proses, aktivitas, atau subjek
tertentu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai fenomena yang diteliti. Studi kasus ini bersifat kontekstual
dan terikat oleh dimensi waktu serta aktivitas tertentu, sehingga
peneliti mengumpulkan data secara rinci dan komprehensif melalui
berbagai metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara
kontinu selama periode waktu tertentu.>*
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
hukum empiris, yakni “Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa
penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang

memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh

24 Salma,”Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh Lengkapnya,”
Deepublish. https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/# , diakses pada tanggal 18
juni 2024 pada pukul 21.03.



https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/
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langsung dari Masyarakat.?

Penelitian empiris didasarkan pada
kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Dalam
penelitian ini meneliti orang yang termasuk dalam kehidupan
masyarakat, sehingga metode penelitian hukum empiris dapat
dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling
strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. adapun teknik pengumpulan data yang
diambil dari sumber-sumber tertentu yaitu:
a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan
data yang dilakukan melalui interaksi verbal satu arah, di mana
pewawancara mengajukan pertanyaan secara lisan, sementara
responden memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.?®
Wawancara merupakan bentuk komunikasi tatap muka yang
dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden, yang
bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan
topik penelitian..?” Supaya mendapatkan hasil penelitian yang
valid dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis
mewawancarai Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere

Raya, pada hari sabtu tanggal 02 juni 2025. Teknik

pengumpulan data melalui wawancara diharapkan mampu

% Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan

empiris.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154..

26 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi

(Jakarta:Rineka Cipta,2011), h. 120.

157.

27 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), h.
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menghasilkan deskripsi yang akurat dan transparan mengenai
pelaksanaan Arisan Emas di Pegadaian Syariah.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan melalui proses pengamatan secara sistematis
terhadap kondisi atau perilaku objek yang diteliti, yang disertai
dengan pencatatan data dan informasi relevan yang didapatkan
penulis selama 3 kali pertemuan dengan pengamatan secara
langsung di Pegadaian Syariah Cinere Raya.?®

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup analisis
terhadap  dokumen-dokumen tertulis  (seperti  arsip,
autobiografi, dan kliping) serta dokumen terekam (seperti foto
dan rekaman audio-visual). Peneliti juga menggunakan
dokumen resmi milik PT. Pegadaian Syariah cinere raya
sebagai sumber data utama guna mendukung validitas
informasi yang dikaji.
4. Sumber Data Penelitian

Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data

sekunder®

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
oleh peneliti melalui metode seperti survei, wawancara, atau
eksperimen yang dirancang secara khusus untuk memahami

dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian yang

ZBAbdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi
(Jakarta:Rineka Cipta,2011), h. 104.

2Kemendikbud Data dan Sumber Data Kualitatif,  Situs Resmi Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan”.



sedang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini ditelaah
melalui responden yang merupakan subjek utama penelitian,
yakni individu yang memberikan informasi penting terkait
objek kajian. Metode yang digunakan meliputi wawancara
dengan pihak yang berwenang yaitu pimpinan cabang, Bapak
Yudi Prabowo, serta analisis dokumen berupa rekaman
wawancara di Pegadaian Syariah Cinere Raya.

b. Data sekunder adalah informasi tambahan yang digunakan
untuk menunjang data primer, yang bersumber dari berbagai
literatur ilmiah seperti buku referensi, karya ilmiah (skripsi,
tesis, disertasi), jurnal, artikel, situs web resmi, fatwa, maupun
ketentuan hukum dan regulasi lainnya yang relevan dengan
topik penelitian.

5. Teknik Analisa Data
Setelah proses pengumpulan data di lapangan selesai,
langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data, yaitu:>

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen krusial
dalam suatu proses penelitian. Penggunaan metode yang tepat
akan mendukung tercapainya standar analisis data yang
diharapkan. Sebaliknya, pemilihan teknik yang tidak sesuai
dapat menghasilkan data yang tidak memenuhi standar yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti perlu mencermati
dan mendokumentasikan sumber data secara sistematis
sebagai dasar dalam proses analisis data.’!

b. Reduksi Data

3%Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif . (Medan: Wal Ashri Publishing,2020),h. 89.
31 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (2020) h. 104,
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Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan
pemilahan data dengan cara merangkum, mengelompokkan,
serta mengorganisasi data ke dalam satuan konsep, kategori,
atau tema tertentu, guna memudahkan analisis lebih lanjut.*
Selanjutnya, dilakukan telaah ulang terhadap data yang telah
dikumpulkan dengan tujuan untuk mengelompokkan data
sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah proses
reduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian
dideskripsikan secara naratif sehingga menghasilkan
gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan
penelitian tersebut.

c. Display data (Penyajian data)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan naratif, yang menyajikan hasil temuan secara
deskriptif dalam bentuk uraian kalimat yang runtut dan
sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
menggambarkan secara detail dan komprehensif hubungan
antar kategori data yang telah diidentifikasi, sehingga
memudahkan pemahaman terhadap pola dan makna yang
terkandung dalam data™

d. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses
analisis data yang berlangsung secara berkelanjutan, baik
selama pengumpulan data maupun setelahnya. Dalam

penelitian kualitatif, kesimpulan dirumuskan melalui

32 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”,: Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no.
33, (2018): h. 83.
33 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, h. 90.
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pendekatan induktif, dimulai dari pengamatan terhadap kasus-
kasus spesifik yang berdasarkan pengalaman empiris,
kemudian dikembangkan menjadi model, konsep, teori,
prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Pada tahap ini,
kesimpulan disusun berdasarkan bukti data yang valid dan
faktual yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara
dan observasi disajikan secara jelas dan akurat guna
mengurangi potensi bias. Selanjutnya, data tersebut
diklasifikasikan secara tematik dan disusun dalam bagian-
bagian deskriptif yang relevan untuk memperkuat argumen

serta temuan penelitian.>*

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti ketentuan yang tercantum

dalam Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-

Qur’an (1IQ) Jakarta tahun 2021:3°
BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan sejumlah komponen utama yang meliputi

Latar Belakang Masalah, serta Pembahasan Permasalahan yang
terdiri atas Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan
Perumusan Masalah. Selain itu, dibahas pula Tujuan dan Manfaat
Penelitian. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan Tinjauan Pustaka,
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan diakhiri dengan

Daftar Pustaka. .

34 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif,. h. 90..
35 Institut [lmu Al-Qur’an (11Q) Jakarta, Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi

Institut Ilmu Al-Qur’an (I11Q) Jakarta, (Jakarta:11Q Press, 2021),h. 18-19..
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BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG ARISAN EMAS
TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 77 DSN/MUI/V/2010
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pada bab ini, penulis membahas tinjauan umum mengenai
arisan emas di Pegadaian Syariah, yang meliputi definisi arisan,
landasan hukum arisan, manfaat arisan, berbagai jenis arisan, serta
hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaannya. Selain itu, dibahas
pula pandangan ulama terkait arisan emas, dasar hukum jual beli
emas secara tidak tunai, serta perspektif ulama mengenai transaksi
jual beli emas non-tunai. Pembahasan juga mencakup ketentuan
Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas
tidak tunai, pengertian gard beserta dasar hukum dan rukun
syaratnya, pengertian rahn beserta dasar hukum dan rukun
syaratnya, sejarah berdirinya Pegadaian Syariah, produk-produk
yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, serta mekanisme
pelaksanaan arisan emas di institusi tersebut..

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN
SYARIAH

Dalam bab ini, penulis menjelaskan secara rinci mengenai
pengertian Pegadaian Syariah, sejarah perkembangan Pegadaian Syariah,
visi dan misi yang diusung, landasan konseptual yang mendasari
operasional Pegadaian Syariah, berbagai produk yang ditawarkan, serta

prosedur pendaftaran Arisan Emas di Pegadaian Syariah.
BAB IV. Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis melakukan kajian dan analisis mendalam
terhadap pelaksanaan akad-akad yang diterapkan dalam produk
arisan emas di Pegadaian Syariah Pusat, sekaligus mengevaluasi

kesesuaian praktik arisan emas tersebut dengan ketentuan yang
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tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang
jual beli emas secara tidak tunai.
BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang dirumuskan oleh
penulis berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah
dilaksanakan, dengan tujuan menjawab permasalahan utama yang
diangkat dalam studi ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan
rekomendasi serta saran-saran yang dianggap relevan sebagai

langkah tindak lanjut atas temuan penelitian



BABYV
PENUTUP
Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang memuat

kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam
bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang disajikan bertujuan untuk memberikan
gambaran menyeluruh mengenai praktik arisan emas di Pegadaian Syariah
Cinere, dengan merujuk pada temuan lapangan dan kajian teoritis yang telah
dibahas. Adapun saran yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dan pedoman bagi Pegadaian Syariah Cinere serta pihak-pihak
terkait dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga, memperkuat akuntabilitas,
dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk berbasis
syariah yang ditawarkan.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik arisan
emas di Pegadaian Syariah Cinere serta tinjauannya terhadap Fatwa DSN-
MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak
Tunai, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pegadaian Syariah Cinere hanya menggunakan akad rahn saja
sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan arisan emas. Akad rahn
ini terjadi saat ketua arisan menandatangani surat akad dan melakukan
pembayaran uang muka (DP). Arisan emas diselenggarakan dengan
minimal enam peserta dan jangka waktu enam bulan. Emas yang
diperoleh peserta akan diserahkan sesuai dengan periode yang telah
disepakati bersama. Apabila terdapat peserta yang meninggalkan
arisan sebelum masa berakhir, maka ketua arisan bertanggung jawab
atas hal tersebut.

2. Praktik arisan emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cinere
menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akadnya belum

sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa
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Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.
77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
Fatwa tersebut menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai
diperbolehkan, baik melalui akad jual beli biasa maupun akad
murabahah, selama emas tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi
(uang) dan transaksi dilakukan secara transparan sesuai prinsip
syariah. Namun, dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Cinere tidak
menggunakan salah satu dari dua akad yang telah ditetapkan tersebut
dalam kegiatan arisan emas, hal ini menunjukkan bahwa struktur akad
dalam produk arisan emas belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN-MUI
No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak

Tunai.

B. Saran

1.

Disarankan kepada Pegadaian Syariah Cinere untuk melakukan
evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan
produk arisan emas, khususnya terkait kejelasan dan kesesuaian
akad-akad yang digunakan. Penting bagi lembaga untuk
memastikan bahwa setiap transaksi dalam produk tersebut
dilandasi oleh akad yang sesuai dengan ketentuan syariah,
sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam
hal ini, penggunaan akad jual beli secara eksplisit, seperti akad
murabahah atau bai‘ biasa, perlu diterapkan secara jelas dan
terdokumentasi, guna menjamin kepastian hukum dan kepatuhan
syariah. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap
struktur akad yang digunakan, diharapkan Pegadaian Syariah
Cinere dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk
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yang ditawarkan. Kepada peserta arisan, agar mengajak dan

meningktkan literasi terhdap arisan emas di pegadaian syariah

. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menjadikan
penelitian ini sebagai rujukan awal dalam mengembangkan kajian
yang lebih mendalam terkait praktik arisan emas dalam perspektif
hukum ekonomi syariah. Penelitian lanjutan diharapkan dapat
mengeksplorasi aspek-aspek yang belum terbahas secara
komprehensif, baik dari sisi implementasi akad, kepatuhan
terhadap prinsip syariah, maupun analisis risiko dan dampaknya
terhadap nasabah. Selain itu, peneliti berikutnya juga diharapkan
dapat memperluas objek kajian, baik dengan membandingkan
praktik arisan emas di berbagai lembaga keuangan syariah lainnya
maupun dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti
analisis yuridis atau sosiologis. Tinjauan terhadap Fatwa DSN-
MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak
Tunai tetap menjadi landasan penting dalam menjaga relevansi dan

validitas kajian dalam konteks hukum Islam kontemporer.
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1. Surat Izin Penelitian

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (11Q) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

JIIr. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
® wwwiseiiigacid @ fsei@iiqacid © @ fseiiigjakarta

No :149/SPM/FSEV/IV/2025 Tangerang Selatan, 23 Mei 2025
Lamp : -
Hal  : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.
Humas Kanwil IX Jakarta 2
di-
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas
sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma’unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an
(1IQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan
waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada

mahasiswa:
Nama : Nuraini
No Pokok : 21111076
Judul Skripsi : “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN/MUI1/V/2010

Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap
Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Studi kasus Arisan
Emas di PT. Pegadaian Syariah Pusat)”

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami
ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Dekan,

&

" Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Contact Person: 0812-4324-0833 (Nuraini)
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2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

5/27/25. 10:46 AM eoffice 0. pr 31171

Pegadaian

27 Mei 2025

Nomor : e-1132/00109.0P/2025
Lampiran  :2 (Dua) Berkas
Urgensi : Segera

Kepada Yth.
Dekan Institut limu Al Quran Jakarta

Hal : Pemberian Izin Permintaan Data/Informasi untuk Penelitian a.n Nuraini

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut limu Al-Qura‘an
Jakarta nomor 149/SPM/FSEIIV/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Permohonan lzin
Penelitian, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin
permintaan data/informasi untuk penelitian kepada :

No Nama NIM Program studi Tempat Penelitian

1 Nuraini 21111076 S1-Hukum Ekonomi Syariah  CPS Cinere

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian.

2. Selama melakukan permintaan data/informasi/wawancara menggunakan pakaian rapi
dan sopan, memakai sepatu dan tidak diperkenankan memakai pakaian kaos serta
celana jeans.

3. Untuk data/informasi tertentu yang bersifat rahasia dan sensitif, PT Pegadaian berhak
untuk tidak memberikan data/informasi tersebut.

4. Penelitian hanya untuk tujuan ilmiah dan bukan untuk dipublikasikan, wajib
menyerahkan salinan hasil penelitian kepada pihak PT Pegadaian.

Demikian izin prinsip persetujuan permintaan data/informasi ini disampaikan. Atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Pegadaian
PT PEGADAIAN Kantor Pusat www.pegadaian.co.id
N Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (Hunting)
Jakarta Pusat 10430 F +62-21391 4221

hitps:/eoffice. 0. i /931171
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5/27/25, 10:46 AM eoffice. ian.co. i int/931171

Pegadaian

(INDRA FIRMANSYAH)

Deputy Operasional Kantor
Wilayah IX

Tembusan
Yth. Pemimpin Cabang Kantor CPS Cinere

PT PEGADAIAN Kantor Pusat
). Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (Hunting)
Jakarta Pusat 10430 F  +62-213914221

Dicetak oleh : HARIS AFRI SURAHMAN/PS3710/PGD

Dokumen ini ditandatangani dan diterbitkan olch sistem coffice pegadaian co.id

www pegadaian co.id

https:/eoffice. ian.co.i i 1n”n 22
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3. Transkrip Wawancara Dengan Narasumber Pegadaian Syariah
Cinere Raya

Narasumber : Bapak Yudi

Jabatan : Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cinere Raya
Tanggal : Sabtu, 02 juni 2025

Tempat : Pegadaian Syariah Cinere Raya

1. Produk arisan emas itu seperti apa?

Jawaban : sebelum masuk ke produk arisan emas itu, awal nya kita
memiliki produk yang Bernama sharia ultimate, jadi arisan turunan dari
produk sharia ultimate, sharia ultimate sistemnya regular atau
perorangan, jangka waktunya dari 3 bulan sampai maximal 35 bulan.
Nah kalo arisan berdasrkan jumlah kelompok, minimal 6 orang berarti 6
bulan.

Apakah ada penjelasan mengenai arisan kepada nasabah sebelum
melakukan arisan emas?

Jawaban : selama nasabah melakukan arisan emas di pegadaian syariah
cinere ini mereka sudah paham dan mengerti alur dari arisan emas
tersebut, akan tetappi jika nasabah belum paham, pasti akan di jelaskan

Bagaimana prosedur pembukaan arisan emas di pegadaian syariah cinere
raya serta bagaimana system mekanisme nya dan akad apa saja yang
digunakan dalam melakukan arisan emas?

Jawaban : untuk prosedur melakukan arisan emas cukup datang ke
pagadaian untuk mengisi data diri dan mengajukan arisan serta
pembuatan kelompok arisan. Paling sedikit 6 orang. Untuk mekanisme
arisan emas sama seperti arisan pada umumnya, yaitu setiap orang akan
mendapatkan hak nya setiap putaran dengan jumlah emas yang sudah di
sepakati. Dalam melakukan arisan emas pihak pegadaian syariah cinere

raya hanya menggunaka akad rahn.
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4. Apabila ada kenaikan atau penurunan harga emas,bagaimana system
pembayarannya? Apakah sesuai dengan akad di awal atau mengikuti
harga pasar saat itu?

Jawaban : sesuai dengan akad di awal, dan jumlah pembayaran arisan
emas tetap sama setiap bulannya.

5. Apabila salah satu arisan emas kabur, apakah ada denda?

Jawaban : ya, dikenakan denda sebesar 4% perbulan atau 0.14% perhari.
Denda nya harus di tanggung renteng, ketua arisan harus bertanggung
jawab dengan kelompok arisannya.

6. Jika nasabah melakukan arisan emas, apakah pihak pegadaian sudah

menyetok emas atau melakukan pemesanan?
Jawaban : pihak pegadaian tidak menyetok emas, akan tetapi pihak
pegadaian bekerjasama dengan Perusahaan emas, seperti gallery24,
antam dan Perusahaan emas lainnya. “kami akan memesan emas Ketika
ada nasabah yang ingin melakukan arisan emas, sesuai dengan gram
yang diinginkan” kata pak yudi

7. Jika melakukan arisan emas, apa keuntungan yang nasabah dapatkan dan
keuntungan apa yang didapatkan oleh pihak pegadaian syariah cinere?
Jawaban : pihak pegadaian tentu mendapatkan pemasukan dan
perputaran ekonomi, untuk nasabah pasti nya mendapatkan investasi

masa Panjang.

Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pewawancafa
Cinere Raya

Bapak Yudy
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4. Dokumentasi Bersama Narasumber

Dokumentasi Wawancara Bersama Pimpinan Cabang
Pegadaian Syariah Cinere Raya Bapak Yudhy Prabowo

- L
-~ E“
o

Dokumentasi Wawancara Bersama Pimpinan Cabang
Pegadaian Syariah Cinere Raya Bapak Yudhy Prabowo



5. Akad Mulia Arisan Pegadaian Syariah Cinere Raya

“ Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Cabang

Bismillaahirrahmaanirrahiim

orang yang merugikan *
(Surat Al-Maaidah : 1, Asy-Su'ara: 181)

AKAD PEGADAIAN MULIA ARISAN
Nomor :6061624270002132

PT. PEGADAIAN (Persero) KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama YUDHY PRABOWO, jabatan Pemimpin Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah CPS CINERE, yang selanjutnya disebut MURTAHIN,

1.

Nama
Alamat

No KTP

No KTP

Nama

No KTP

Nama

No KTP

Nama

No KTP

Nama

No KTP

Nama

No KTP

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

KOTA DEPOK Provinsi JANA BARAT

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

JAKARTA SELATAN Provinsi DKI

KOTA ADM. JAKARTA

DEPOK Provinsi JAWA BARAT

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT
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Nama

* KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT
No KTP

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut RAHIN.

MURTAHIN dan RAHIN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK".
PARA PIHAK teriebih dahulu gkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa RAHIN telah mengajukan permohonan fasilitas Marhun Bih Pegadaian MULIA dalam fitur

arisan kepada MURTAHIN untuk membeli Emas Batangan dan MURTAHIN setuju untuk
memberikannya kepada RAHIN.

- Bahwa RAHIN menggadaikan Emas Batangan yang dibeli menggunakan Marhun Bih Pegadaian

MULIA kepada MURTAHIN dengan jangka waktu dan Mu'nah yang disepakati oleh

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Akad Rahn Pegadaian MULIA,
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(1)
2)

3)
@)

6)
)

@
®)

(1)

)

(3)

(1)

)

3)

Pasal 1
Pengertian

RAHIN adalah Nasabah Pegadaian MULIA;

AKAD adalah Kesepakatan antara MURTAHIN dengan RAHIN yang mengatur tentang hak dan kewajiban PARA
PIHAK:

MARHUN adalah Emas Batangan yang dibeli menggunakan Marhun Bih MULIA sebagaimana disebutkan dalam
Akad ini;

EMAS BATANGAN adalah Logam MULIA ANTAM Emas atau Logam MULIA UBS Emas atau Logam MULIA lain
yang dipilih oleh RAHIN untuk dibeli.

EMAS PERHIASAN adalah emas yang dibentuk dan digunakan untuk merias diri.

MU'NAH adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas Marhun milik RAHIN yang disimpan oleh MURTAHIN sebagai
Marhun atas Marhun Bih Pegadaian MULIA;

MARHUN BIH adalah sejumiah pinjaman yang diberikan oleh MURTAHIN kepada RAHIN;

TA'WIDH adalah ganti rugi atas nilai kerugian yang dialami oleh MURTAHIN yang dibayarkan oleh RAHIN karena
keterlambatan angsuran;

Pasal 2
Jumlah Marhun Bih dan Jangka Waktu

MURTAHIN memberikan fasilitas Marhun Bih Pegadaian MULIA kepada RAHIN sejumiah Rp. 11,475,000.00 (
sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang telah diterima dan digunakan RAHIN untuk membeli 9
KEPING LOGAM MULIA 9 GRAM, ID NUMBER CDU 1733284740990, DITAKSIR LOGAM MULIA 24 KARAT
BERAT 9 GRAM dengan nilai taksiran sebesar Rp. 13,500,000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang
selanjutnya dijadikan diserahkan RAHIN sebagai Marhun untuk jaminan pelunasan Marhun Bih dan RAHIN
menyatakan setuju dan menerimanya.

Marhun Bih Pegadaian MULIA diberikan untuk jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 04-
12-2024 sampai dengan tanggal 04-09-2025 (jatuh tempo).

Dalam hal Marhun sebagaimana dimaksud ayat (1) hilang atau musnah atau rusak berat di luar kuasa MURTAHIN
untuk mencegahnya, maka jangka waktu Marhun Bih akan berakhir pada saat terjadinya risiko.

Pasal 3
Tarif Mu'nah

Besarnya Mu'nah ditetapkan sebesar Rp. 1,117,800.00 (satu juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus Rupiah)
untuk selama jangka waktu Marhun Bih.

Besarnya Mu'nah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan oleh RAHIN secara angsuran bersamaan
dengan pembayaran angsuran pokok Marhun Bih kepada MURTAHIN

MURTAHIN dibenarkan melakukan perubahan tarif Mu'nah sepanjang tidak melebihi dari apa yang diperjanjikan
tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada RAHIN, perubahan tarif Mu'nah akan diberitahukan kepada
RAHIN dan baru akan berlaku pada saat membayar angsuran bulan berikutnya.
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Pasal 4
Biaya-Biaya
RAHIN selain wajib membayar tarif Mu'nah sebesar pada Pasal 3 ayat (1) juga diwajibkan membayar biaya-biaya sebagai
berikut:
a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu Rupiah);
b. Ta'widh bila terjadi keterlamb pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
€. Segala biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi marhun, dan biaya pelaksanaan
penjualan/eksekusi marhun dalam rangka pelunasan Marhun Bih.
Pasal §
Penyerahan Jaminan Pelunasan Marhun Bih
(1) RAHIN wajib yerahkan Marh bagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) kepada MURTAHIN.

@)

(3)

(0
2

@)

@)

(1

@)

®3)

Dengan penyerahan ini, RAHIN menyatakan bahwa Marhun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
a. Benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya;

b. Tidak dalam status akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam objek sengketa
dengan pihak lain, atau tidak menjadi barang yang dinyatakan secara tidak sah atau melawan hukum;

c. Apabila karena sesuatu hal dan MURTAHIN berpendapat bahwa nilai taksiran Marhun menjadi turun sehingga
tidak mencukupi untuk melunasi hutang RAHIN, maka RAHIN berkewajiban membayar sejumlah uang untuk
menutupi kekurangan nilai Taksiran Marhun, atau menyerahkan barang miliknya yang lain sebagai jaminan
tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang RAHIN kepada MURTAHIN.

RAHIN dengan ini memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepadam (yang selanjutnya disebut
dengan Penerima Kuasa) untuk mengambil Marhun kepada MURTAHIN sebanyak 1 (satu) keping untuk setiap
bulannya apabila RAHIN telah membayar angsuran setiap bulannya.

Pasal 6
Pemeliharaan Marhun

Marhun disimpan di tempat MURTAHIN dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan MURTAHIN bertanggung
jawab atas segala kerusakan dan kehilangan.

Marhun wajib dipelihara/dijaga oleh MURTAHIN dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka
waktu akad ini dan/atau Marhun Bih belum lunas.

Apabila dikemudian hari, Marhun mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena force majeure seperti
tersebut pada Pasal 11, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MURTAHIN dan
pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban RAHIN untuk melunasi pokok Marhun Bih (hutang), mu'nah
dan ta'widh (jika ada).

Bilamana terjadi kepailitan, RAHIN wajib memberitahukan kepada MURTAHIN dan harus memberitahukan kepada
kurator atau pihak lain tentang status Marhun sebagai objek jaminan Marhun Bih pada MURTAHIN

Pasal 7
Pembayaran

RAHIN mengaku telah berhutang pada MURTAHIN atas pokok Marhun Bih (hutang) ditambah mu'nah serta ta'widh
(jika ada) sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, untuk itu berkewajiban melakukan pembayaran
pelunasan kepada MURTAHIN.

Pembayaran pokok Marhun Bih (hutang) dan Mu'nah dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan
sejumlah Rp. 1,399,200.00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah), setiap bulan.

Pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 04 (empat)
sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan Marhun Bih (hutang) RAHIN dinyatakan lunas.
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Apabila pembayaran jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka pembayarannya dilakukan di hari kerja sebelumnya.
Bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan pada Pasal 7 ayat (3) akad ini, maka RAHIN
dikenakan Ta'widh yang ditetapkan berdasarkan Pasal 8 Akad ini.

Menyimpang dari ketentuan pembayaran secara angsuran, RAHIN dapat melakukan pembayaran secara dipercepat
dengan jalan membayar angsuran yang besarnya melebihi angsuran bulanan atau bahkan melakukan pelunasan
pokok Marhun Bih (hutang), ditambah mu’'nah dan ta'widh (jika ada) sebelum jatuh tempo. Untuk pembayaran
dipecepat ini tidak mengurangi besarnya kewajiban RAHIN.

Apabila RAHIN telah melunasi pokok Marhun Bihnya (hutang), MURTAHIN wajib menyerahkan kembali Marhun dan
segala dokumen yang diterima dari RAHIN.

Pembayaran pelunasan pokok Marhun Bih (hutang) memperhitungkan sisa pokok Marhun Bih (hutang) ditambah
mu’nah serta ta'widh (jika ada).

Pasal 8
Ta'widh (Ganti Rugi)

Apabila RAHIN tidak membayar angsuran sampai dengan tanggal 04 (empat) setiap bulannya, maka pada hari
pertama nasabah melewati jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana Pasal 7 ayat (3), RAHIN dikenakan Ganti Rugi
(ta'widh) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya

Ta'widh dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan mu'nah.

Pasal 9
Cidera Janji (Wanprestasi)

RAHIN dinyatakan Cidera Janji (Wanprestasi) atau terbukti lalai, apabila RAHIN melakukan tindakan sebagai berikut:
a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 2 (dua) kali berturut-turut atau berselang;

b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan;
c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal
semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan MURTAHIN;

Bilamana RAHIN melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka MURTAHIN
berhak untuk melakukan pelelangan atas marhun yang dijadikan jaminan atas Marhun Bih sebagaimana dimaksud
akad ini.

RAHIN sepakat dan setuju dikenakan biaya lainnya yang timbul apabila terjadi penjualan atau pelelangan atas
Marhun dan atas biaya pemberitahuan Uang Kelebihan yang nilainya akan diberitahukan kepada RAHIN sesuai
dengan tarif yang berlaku di MURTAHIN;

Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikurangi Marhun Bih, Mu'nah, Ta'widh, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan
Bea Lelang, merupakan uang kelebihan yang menjadi hak RAHIN

Jangka waktu pengambilan uang kelebihan sebagaimana dimaksud angka 3 selama satu tahun sejak tanggal lelang
atau sejak tanggal penjualan, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan, RAHIN
menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat yang pelaksanannya
diserahkan kepada MURTAHIN.

Apabila hasil penjualan objek marhun tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban RAHIN, maka RAHIN tetap
bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar dan wajib membayar kekurangan tersebut.

RAHIN menyatakan setuju bahwa pengambilan uang kelebihan lelang (apabila ada) maka dilakukan dengan
(a) Diambil secara tunai;
(b) Transfer ke Rekening Bank atas Nama RAHIN dengan biaya dibebankan kepada RAHIN;
Bilamana RAHIN meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN ataupun sebaliknya yang

belum dilaksanakan, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHIN sesuai dengan ketentuan waris
dalam hukum Republik Indonesia.
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Pasal 10
Larangan

(1) RAHIN dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan
keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada MURTAHIN;

(2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka MURTAHIN berhak untuk mengakhiri
Akad ini, dan RAHIN berkewajiban menyelesaikan seluruh pokok Marhun Bih (hutangnya) ditambah Mu'nah dan
Ta'widh (jika ada) kepada MURTAHIN;

Pasal 11
Force Majeure

Bila Terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan objek yang dijadikan
marhun menjadi musnah/rusak berat, hilang. PARA PIHAK sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing,
kecuali terhadap kewajiban kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana
tercantum dalam Akad ini.

Pasal 12
Eksekusi

Apabila setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah tanggal jatuh
tempo:
a. RAHIN diberikan kesempatan untuk melakukan Penjualan Barang Jaminan oleh RAHIN sendiri di Outlet
MURTAHIN dengan b Pembeli, atau;

b. RAHIN dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN untuk menjualkan Marhun, pemberian kuasa tersebut
hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

“

-

(2) Apabila RAHIN tidak melakukan penjualan sendiri atau pelaksanaan kuasa menjual kepada MURTAHIN tidak dapat
dilakukan karena belum ada pembeli sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
maka MURTAHIN berhak melakukan pelelangan atas Marhun.

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk
mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing PIHAK.

(2) Dalam hal cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk yelesaikan perselisihan tersebut
melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang usaha Pergadaian sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak berlakukan k t pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam
melaksanakan akad ini.




132

Pasal 14
Penutup

Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup yang
mempunyai kekuatan hukum sama. Satu lembar asli untuk MURTAHIN dan satu lembar asli untuk RAHIN.

RAHIN MURTAHIN
Pemimpin Cabang

s ] YUDHY PRABOWO

Mengetahui/Menyetujui
Isteri/Suami
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6. Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Dsn/Mui/V/2010 Tentang Jual Beli

Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Arisan Emas di Pegadaian

Syariah

i) U
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Tentang

JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

o A B

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUTI)setelah,

Menimbang

Mengingat

a.

o

bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat
saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak
tunai, baik secara angsuran (fagsith) maupun secara tangguh
(ta’jil);

. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak

tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan
umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan
pendapat yang tidak membolehkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan

dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu
menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak
tunai untuk dijadikan pedoman.

. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

R T i e

"...Dan Allah telah  menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...."

. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihagqi dari Abu
Sa'id al-Khudri:
dly) < A 58 e G 106 el oy ol o o O3z O
(Ol gl onomay (i) 9 Torle
Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu
hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua

belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihagi, dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban).

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i,
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dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin
Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

F gl ey 2y S5 wady Lady (sl sl
S5 g Vg gl w5 (s S 2Ly Al 23
ot AENL 0225 caeiesnt 2uce Nt s

o Vg B85y s L san S o

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak,
gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma
dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat
harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya

berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara
tunai.”

. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud,

Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi
s.a.w. bersabda:

a3 28 Y) ) Gyl LA

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali
(dilakukan) secara tunai.”

. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi

s.a.w. bersabda:
(s o s el S 30 Yy sy sl §
Y5 ot B i 1Al S s S Y Gl G 1R 5

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas
sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak
kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan
sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual
emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang
tunai.”

. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara” bin ‘Azib dan Zaid

bin Arqam:
G5 ol gl o oo e bt Lo i Jg

“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas
secara piutang (tidak tunai).”

. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-

Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

s :\5_’; 5; Y5 55. a0 ’\jl fuals sy e ;:ﬂ;’- sf20
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s sl T s B Y agbat S 5yl

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di
antara  kaum muslimin  kecuali perdamaian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yvang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain:
a. Kaidah Ushul:

Ldes 13345 adle s 53ds 1S
“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak
adanya ‘illat.” ("Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu’ah al-
Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fighiyah al-Hakimah li-al-
Mu’amalat al-Maliyah fi al-Figh al-Islamiy, Riyadh: Dar
’Alam al-Ma’rifah, 1999; J. 1, h. 395).

b. Kaidah Fikih:
4:&2 S5l

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan
hukum.” (Jalal al-Din *Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-
Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah,
al-Qabhirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

c. Kaidah Fikih:
s oty 23 kS Gas 5300 05 I i A
oLl g 5288 &L 15

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku
bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku)
bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam
muamalat...”. (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-
Furug, j. 2, h. 228)

d. Kaidah Fikih
dez s 5 8 e 5 S5 U6 BB i
WK s 5 s« saw &l g s

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap
hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat
(kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku)
ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat
berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-
Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)
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e. Kaidah Fikih:

GAE e s 3% 31 Gyl oouesh g Y

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-

Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-
Salam, 2006, h. 136:

- el ) - el Aailly Cal) an 54
g A o a8 e Ll e (3 ML
B A L S Tl pliay G G JUED L
oAl sl SN e W Eadly (Vi Jr Wl (i
& LD Sl 3 oy ia Sy 5D 68 gy s
§) Gally Cal 1 ¥ 8 iy ke 1 e i 5y
35 (@ oly)) “aly e oy 1538 Vs ofiay Y5 lu
(el 5 JRAy JRN (i B Al Ca N 5L (s
AL 5k S AL oV ARD o ) Gisg

e g Laies 13335
el Sall Al Al g G 3 e 36 ialleg

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau
disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di
mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media
pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi
barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang
diperjualbelikan dengan pembayaran tunah dan tangguh.
Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham
yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan
diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis
riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw
bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas
kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual
emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas
yang tunai.” (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung ‘illat
bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan
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transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah
tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum
berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada
maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk
menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan
untuk dibuat dengan angsuran.

b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu’amalat al-
Maliyah al-Mu’ashirah, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h.
133):

5 Qe o Y Bl g s o 2 G

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan
pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan
penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara
berutang dari pengrajin.”

c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam
Buhuts fi al-Igtishd al-Islamiy, (Bayrut: al-Maktab al-
Islami, 1996), h. 322:

el 8y oagn Wops dadliy il g B O ay pA8 G
Ly R L Bl g L5 g Y Gl g

A0 B g e B sl ) ey el
RS ot o e U JB 13 038 L R g Bl

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan
perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar,
uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya
sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya
wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis
akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di
majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas,
misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas
atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang
menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai
tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan
dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas
dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak
boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada
keterangan sebelumnya.

d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai’ al-Dzahab bi al-
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Nuqud bi al-Tagsith:
il.:i-l-l t] Vsl 4 ;L.J.a.U .h....a.Jb e j\ ;u_Jb V.A.\J\c_-
3 5 0 o codall AT BT 055 gig 2230 0341 S
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Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual

beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas
ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen
paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang
kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uvang);
sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali
secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-
Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta
ribawi) ini  berbeda, maka jualbelikanlah  sesuaq
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kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran).
Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di
antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman
As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan
argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja
argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah
pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu
Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli
perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran
tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan
dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan
al-Ba’liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fighiyah min
Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar al-
Istigamah, 2005, h. 146):

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak
dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya
(tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi
atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan
pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh,
selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga
(uang).”

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari
emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan
(menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya
menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis
harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas
perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan
tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli)
antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak
berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga
(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis
yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi
perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar
dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan
bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena
itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan
emas dengan jenis yang sama..” (I’lam al-Muwagqqi'in;
2/247). hup://www.almosleh conValmosleh/article 1459 shiml

. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al-
Dzahab bi al-Tagsith:
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Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama
berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari
mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;

b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim
dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan
keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain
menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan
emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah rsaman (harga,
alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan
secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu
menyebabkan riba.
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Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh
mengemukakan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang
dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan
lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).

b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual
beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas
secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan
manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan
berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan
merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam
pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan
harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam
pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan
barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini
ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang,
masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak
terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih
dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan
adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas
adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan
urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.
http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis,
tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M: antara lain
sebagai berikut:

a

Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli)
emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan
perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar
pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan
secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran
tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas
dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal
ribawiyah (barang ribawi).

. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum

dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1
di atas merupakan ahkam mu'allalah (hukum yang
memiliki ~ ‘illar); dan Cillat-nya adalah tsamaniyah,
maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis
merupakan rsaman (harga, alat pembayaran atau
pertukaran, uang).

. Uang — yang dalam literatur figh disebut dengan tsaman
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atau nuqud (jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para
ulama, antara lain, sebagai berikut:
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“Nagd (uvang) adalah segala sesuatu yang menjadi
media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun
bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media
tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Buhuts fi
al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami,
1996, h. 178)
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“Nagd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh
masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak
maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga
keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah
Ji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-
Figh wa al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)

d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa
sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas,
dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika
masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media
pertukaran) dan — berdasarkan pendapat Muhammad Rawas
Qal’ah Ji — diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga
keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status
sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan
atau perlakuan masyarakat).

e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas
atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai
barang (sil’ah). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu
al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak
lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan
perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama
dengan barang (sil’ah).

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memper-
hatikan qaidah ushul al-figh dan qaidah figh sebagaimana
dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat
ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukara
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emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi
sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi
dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal
5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan 2 FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pertama . Hukum
Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli
biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah,
Jja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi
(uang).

Kedua Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (fsaman) tidak boleh bertambah selama
jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanja-
ngan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai
boleh dijadikan jaminan (rahn).

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan
atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan
perpindahan kepemilikan.

Ketiga . Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 20 Jumadil Akhir1431 H
03 Juni 2010 M
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAIJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,
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